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Abstract

Kejahatan narkotika di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena wilayah
pesisir tersebut sering menjadi jalur transit peredaran gelap narkotika. Penelitian ini menganalisis
kebijakan penal dan non-penal Polres Tanjungbalai dalam menanggulangi kejahatan narkotika serta
menelaah sinergi antarlembaga terkait. Tanjungbalai merupakan wilayah rawan peredaran narkotika
karena letaknya yang strategis di jalur laut internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-
sosiologis melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan penal diterapkan melalui penegakan hukum tegas, operasi intelijen, serta
pemberantasan jaringan internasional. Sementara itu, kebijakan non-penal meliputi edukasi
masyarakat, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Sinergi antara Polri, BNN, Bea Cukai, dan
pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menurunkan peredaran narkotika. Penelitian
menyimpulkan bahwa integrasi kebijakan penal dan non-penal secara berkelanjutan diperlukan
untuk memutus jaringan narkotika di Tanjungbalai.
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PENDAHULUAN
Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang menimbulkan

dampak multidimensi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara.(Tarigan, 2020)
Sebagai kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional, peredaran narkotika tidak hanya
mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional melalui
meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan moral generasi muda, serta beban ekonomi akibat
biaya penindakan dan rehabilitasi.(Ronzon et al., 2025) Oleh karena itu, negara menempatkan
pemberantasan narkotika sebagai prioritas hukum dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Aksi Nasional P4GN, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
mengatur strategi penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

Dalam konteks nasional, Kota Tanjungbalai di Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah
yang menempati posisi strategis dalam peta peredaran narkotika Indonesia. Letaknya yang berada
di pesisir timur Sumatera dan berbatasan dengan jalur laut internasional Selat Malaka menjadikan
kota ini rawan dimanfaatkan sindikat narkotika lintas negara. Keberadaan pelabuhan internasional
dan pelabuhan rakyat dengan banyak titik pendaratan kecil memperbesar peluang penyelundupan
barang haram dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Kondisi geografis tersebut, ditambah
dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang rentan, menjadikan Tanjungbalai tidak
hanya sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai lokasi distribusi narkotika ke berbagai daerah di
Sumatera.
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Berbagai pemberitaan media massa memperkuat fakta bahwa Tanjungbalai merupakan
salah satu “zona merah” peredaran narkotika. Pada tahun 2023, CNN Indonesia melaporkan bahwa
Polres Tanjungbalai menggagalkan penyelundupan belasan kilogram sabu yang dikirim melalui
jalur laut menggunakan kapal nelayan dari Malaysia. Media Kompas juga memberitakan
pengungkapan jaringan internasional yang memanfaatkan kapal speedboat dan pelabuhan tikus
untuk memasukkan narkotika ke wilayah Tanjungbalai. Sementara itu, Tribun Medan menyebutkan
bahwa Tanjungbalai termasuk daerah dengan tingkat penangkapan kasus narkotika tertinggi di
Sumatera Utara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berita-berita tersebut
menggambarkan bahwa masalah narkotika di Tanjungbalai terjadi secara berkelanjutan, bersifat
masif, dan didominasi sindikat berskala internasional.

Penanggulangan kejahatan narkotika dalam perspektif akademik tidak dapat dilakukan
secara parsial.(Yusuf & Mulyadi, 2024) Para ahli hukum pidana menekankan pentingnya
pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan penal (represif) dan non-penal
(preventif). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penal memiliki keterbatasan karena
bekerja setelah kejahatan terjadi, sehingga upaya pencegahan sosial, edukasi publik, dan
pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
Sudarto juga menegaskan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium, sehingga
diperlukan pendekatan sosial dan administratif yang lebih luas untuk mengurangi faktor-faktor
penyebab kriminal. Pandangan ini sejalan dengan teori Integrated Criminal Policy dari Marc Ancel
yang menekankan keterpaduan antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal sebagai strategi
efektif menanggulangi kejahatan.

Kontekstualisasi teori tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika di
Tanjungbalai harus ditangani melalui kebijakan strategis yang melibatkan seluruh lapisan, mulai
dari Polri, BNN, pemerintah daerah, aparatur desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga
lembaga rehabilitasi. Pemberantasan terhadap jaringan internasional dan bandar besar harus
dilakukan secara simultan dengan upaya pencegahan berbasis masyarakat, penyuluhan, rehabilitasi
pecandu, dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengurangi potensi rekruitmen masyarakat
pesisir sebagai kurir. Dengan demikian, sinergi antarlembaga dan kombinasi kebijakan penal serta
non-penal menjadi kunci efektivitas dalam menurunkan angka kejahatan narkotika di Kota
Tanjungbalai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang
bertumpu pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum tertulis.(Sukanto, 2009) Fokus
utamanya adalah mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta rasionalitas pengaturan mengenai
penanggulangan kejahatan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan ini melibatkan penelaahan sistematis terhadap regulasi utama, seperti UU Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta
berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan penegakan hukum yang relevan.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk
mengkaji doktrin, teori kriminal, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan kebijakan
penanggulangan tindak pidana narkotika. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah teori
hukum, seperti teori kebijakan kriminal (criminal policy), teori hukum pidana modern, dan asas-
asas pemidanaan, telah diinternalisasikan secara memadai dalam praktik penegakan hukum.

Dari segi teknik pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan (library research), yang mencakup bahan hukum primer (undang-undang, putusan
pengadilan, dan regulasi terkait), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian,
serta pendapat sarjana), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Semua bahan
tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan cara menghubungkan aturan normatif, konsep teoretis,
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serta fakta empiris yang tercatat dalam laporan resmi pemerintah maupun pemberitaan media
massa, khususnya terkait maraknya kejahatan narkotika di Tanjungbalai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penal Kepolisian Dalam Memberantas Narkotika Di Kota Tanjungbalai

Kebijakan penal (penal policy) merupakan instrumen utama dalam penanggulangan
kejahatan narkotika karena berfokus pada penggunaan sarana hukum pidana, baik dalam tahap
formulasi, aplikasi, maupun eksekusi.(Harahap, Lubis, Lubis, & Rizky, 2023) Dalam konteks
penanggulangan narkotika di Kota Tanjungbalai, kebijakan penal Polres Tanjungbalai memainkan
peran strategis mengingat tingginya tingkat kerawanan wilayah yang dikenal sebagai transit
peredaran narkotika dari negara tetangga.

Secara normatif, pelaksanaan kebijakan penal oleh Polres Tanjungbalai merujuk pada
kerangka hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
KUHAP sebagai dasar prosedural dalam proses penyidikan, serta peraturan teknis kepolisian
seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif—
meskipun untuk kejahatan narkotika tertentu, pendekatan restoratif dibatasi karena sifatnya
sebagai extraordinary crime.

a. Penyelidikan dan Intelijen

Penyelidikan dan kegiatan intelijen merupakan unsur sentral dalam kebijakan penal Polres
Tanjungbalai mengingat wilayah ini berada pada jalur strategis peredaran narkotika
internasional.(Handani, 2025) Untuk mengantisipasi masuknya narkotika melalui perairan,
Polres melakukan pemantauan intensif terhadap jalur laut yang kerap dijadikan pintu masuk
sindikat. Pemantauan dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan pelabuhan resmi maupun
tradisional, serta pemetaan titik-titik rawan penyelundupan sebagai bagian dari strategi
pencegahan berbasis analisis risiko.

Selain itu, Polres mengembangkan jaringan informan masyarakat untuk memperoleh
informasi lapangan yang tidak dapat dijangkau oleh patroli reguler. Melalui pendekatan
kemitraan dengan masyarakat, informan direkrut di wilayah rawan dan berperan sebagai
sumber human intelligence dalam mengidentifikasi aktivitas pengedar, kurir, dan jaringan
lokal.

Di sisi lain, kerja sama intelijen dengan Bea Cukai dan TNI AL menjadi penguatan penting
dalam penanggulangan narkotika yang melibatkan jalur laut. Polres melakukan pertukaran
data, koordinasi pemeriksaan, serta operasi gabungan untuk mendeteksi dan menindak kapal
atau barang yang terindikasi sebagai media penyelundupan. Kolaborasi lintas instansi ini
memastikan proses pengawasan maritim berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Secara
keseluruhan, penyelidikan dan intelijen Polres Tanjungbalai berfokus pada pengawasan
perairan, pemanfaatan informasi komunitas, serta sinergi antar lembaga, sehingga mampu
membentuk sistem penegakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika
kejahatan narkotika.

b. Penindakan dan Penegakan Hukum

Penindakan dan penegakan hukum merupakan pilar utama kebijakan penal Polres
Tanjungbalai dalam memberantas peredaran narkotika.(Dimas Putra Catur Prasetyo, Yeni
Widowaty, 2023) Strategi ini berfokus pada pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta
penyitaan barang bukti dengan tujuan memutus mata rantai jaringan narkotika, baik lokal
maupun internasional. Operasi rutin, seperti Operasi Antik, razia di tempat hiburan, dan
patroli pelabuhan, dilaksanakan secara sistematis untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang
tersembunyi. Selain operasi rutin, tindakan represif berbasis intelijen atau targeted operation
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diterapkan pada titik-titik rawan dan terhadap pelaku yang telah teridentifikasi, sesuai prinsip
intelligence-led policing.

Penangkapan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat keterlibatan, mulai dari kurir
yang membawa narkotika untuk distribusi lokal, pengedar yang memfasilitasi peredaran di
wilayah tertentu, hingga bandar yang mengendalikan jaringan skala besar. Bandar dan
jaringan lintas negara ditangani melalui penyidikan yang kompleks, termasuk penggunaan
operasi undercover, analisis komunikasi digital, dan koordinasi lintas instansi untuk
membongkar seluruh struktur kriminal. Penangkapan ini tidak hanya menegakkan hukum,
tetapi juga mencegah dampak kriminalitas lain yang sering menyertai peredaran narkotika,
seperti kekerasan dan pencucian uang.

Selain menangkap pelaku, Polres Tanjungbalai melakukan penyitaan narkotika dan barang
bukti pendukung secara profesional untuk memastikan keabsahan berkas perkara di
pengadilan. Informasi dari penangkapan digunakan untuk pengembangan jaringan,
mengidentifikasi aktor lain, dan memperluas lingkup penyidikan. Pendekatan ini sejalan
dengan konsep network disruption, yang menekankan pemutusan struktur organisasi kriminal
agar peredaran narkotika tidak mudah pulih.

Secara akademik, strategi ini mencerminkan prinsip effectiveness and proportionality
dalam kebijakan kriminal, di mana tindakan represif terhadap pelaku besar dipadukan dengan
prosedur hukum yang sah.(Setiawan, Juna, & Fadillah, 2024) Penindakan yang terintegrasi ini
juga memiliki efek preventif, memberikan efek jera kepada masyarakat, dan memperkuat
kapasitas kepolisian dalam menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat terorganisir dan
lintas negara.

c. ProsesPenyidikan

Proses penyidikan merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika, berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh langkah represif dijalankan
secara sah, profesional, dan efektif.(Arya Nurrifad, Sahban, 2022) Di Polres Tanjungbalai,
penyidikan dilaksanakan sesuai KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang menekankan hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum dan perlakuan
manusiawi, sekaligus kewajiban penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sahih.

Tahap awal meliputi pemeriksaan tersangka dan pengumpulan bukti fisik maupun digital,
termasuk narkotika, peralatan penyimpanan, catatan transaksi, dan bukti komunikasi jaringan
kriminal. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip due process of law sehingga
berkas perkara memiliki kekuatan hukum yang kokoh di pengadilan. Setelah bukti
dikumpulkan, penyidik menyusun berkas perkara secara sistematis untuk dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, termasuk verifikasi administrasi dan penentuan pasal yang
tepat berdasarkan jenis pelaku, mulai dari pengguna hingga bandar.

Selain itu, Polres Tanjungbalai menerapkan strategi pasal berlapis (cumulative charges)
terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika, dengan tujuan memperkuat efek jera,
meminimalkan vonis ringan, dan menindak kompleksitas jaringan lintas daerah maupun lintas
negara. Strategi ini sejalan dengan prinsip deterrence theory, yang menekankan pentingnya
penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Secara keseluruhan, proses penyidikan Polres Tanjungbalai menekankan integrasi antara
kepastian hukum, efektivitas penegakan, dan perlindungan hak tersangka. Hal ini memastikan
bahwa kebijakan penal dalam menghadapi kejahatan narkotika tidak hanya represif, tetapi
juga sistematis, profesional, dan mampu memutus jaringan kriminal secara menyeluruh.

d. Konsistensi dalam Pemidanaan

Konsistensi dalam pemidanaan merupakan aspek penting dari kebijakan penal karena
berfungsi untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan
mampu memberikan efek jera yang maksimal.(Josua Reftam Toar, Grace H. Tampongangoy,
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2025) Di Polres Tanjungbalai, konsistensi pemidanaan dilakukan melalui pendokumentasian
perkara secara sistematis. Pendokumentasian ini mencakup seluruh tahapan mulai dari
penangkapan, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pemberkasan perkara.
Dengan tersedianya catatan yang lengkap, kepolisian dapat memantau riwayat hukum pelaku,
khususnya residivis, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum
berikutnya dan pengajuan rekomendasi hukuman yang sesuai.

Selain itu, Polres Tanjungbalai juga menekankan rekomendasi hukuman yang
proporsional, yaitu penetapan sanksi yang seimbang antara tingkat kesalahan, peran pelaku
dalam jaringan narkotika, dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Bandar atau pengedar
skala besar dikenakan pidana berat, sementara pengguna yang memenuhi syarat diarahkan ke
rehabilitasi, sesuai prinsip differentiated criminal policy.(Tiara Okta Yanti, Aldi Prasetiawan
Saputra , Dea Eryan Ananda, Muhammad Armada, 2025) Pendekatan ini menegaskan bahwa
pemidanaan tidak bersifat seragam, tetapi menyesuaikan karakteristik kasus dan pelaku.

Praktik ini mencerminkan prinsip legal certainty dan fair punishment dalam teori hukum
pidana modern.(Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda
Putra, Cut Yessi Andriani, 2024) Konsistensi pemidanaan tidak hanya memperkuat kredibilitas
institusi kepolisian, tetapi juga membangun efek preventif terhadap masyarakat umum dan
residivis, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kebijakan Non-Penal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan non-penal merupakan strategi preventif yang menekankan pendekatan edukatif,
rehabilitatif, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Berbeda
dengan kebijakan penal yang bersifat represif, kebijakan non-penal fokus pada pengurangan risiko,
pembentukan kesadaran hukum, dan perubahan perilaku. Menurut Barda Nawawi Arief (2008),
pencegahan kejahatan narkotika harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sebagai
pelengkap tindakan represif karena sifat kejahatan ini sangat kompleks dan berdampak luas pada
tatanan sosial dan ekonomi.

Di Tanjungbalai, strategi non-penal dijalankan melalui edukasi dan penyuluhan masyarakat
yang bekerja sama dengan BNN dan lembaga pendidikan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan
kesadaran hukum, menyampaikan dampak kesehatan narkotika, dan menumbuhkan ketahanan
sosial. Andi Hamzah (2013) menekankan bahwa pendidikan dan penyuluhan preventif merupakan
instrumen efektif untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah perilaku kriminal di
masyarakat.

Selain itu, kebijakan non-penal melibatkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sesuai UU
Narkotika Pasal 54 dan 127. Rehabilitasi medis dan sosial ditujukan untuk memulihkan individu
agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Harsono Salim (2015) menekankan bahwa
rehabilitasi mengurangi risiko residivisme dan menjadi alternatif yang lebih manusiawi
dibandingkan sekadar penahanan. Strategi pencegahan juga dilakukan melalui pemberdayaan
sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja putus sekolah dan masyarakat
di wilayah rawan narkotika. Model social development menunjukkan bahwa penguatan faktor
sosial, pendidikan, dan ekonomi dapat menekan kecenderungan individu untuk terjerat narkotika.
Moeljatno (2010) menambahkan bahwa intervensi sosial berkelanjutan merupakan bagian penting
dari pencegahan kejahatan yang efektif. Selain itu, Polres Tanjungbalai memanfaatkan kampanye
media dan informasi publik, termasuk media massa dan media sosial, untuk menyebarkan risiko
narkotika dan contoh kasus yang berhasil ditangani. Strategi ini mendukung teori situational
prevention, di mana peningkatan kesadaran masyarakat dapat mengurangi peluang dan motivasi
pelaku untuk melakukan kejahatan (Sudarto, 2009).

Pendekatan community-based prevention juga diterapkan dengan melibatkan tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sebagai mitra aktif dalam pemantauan lingkungan,
konseling, dan pendampingan individu yang berisiko. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa
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partisipasi komunitas penting untuk membangun budaya hukum preventif dan menciptakan
lingkungan yang resisten terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kerja sama lintas instansi juga menjadi bagian penting dari kebijakan non-penal. Polres,
BNN, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil mengintegrasikan program pencegahan,
pemetaan wilayah rawan, sosialisasi hukum, dan rehabilitasi terpadu. Andi Hamzah (2013)
menyatakan bahwa multi-agency cooperation sangat penting karena penyalahgunaan narkotika
melibatkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks.

Selain itu, kebijakan non-penal diterapkan melalui pendidikan dini di institusi pendidikan,
membekali generasi muda dengan keterampilan sosial, kesadaran hukum, dan kemampuan
menghadapi tekanan lingkungan. Doktrin life course perspective menunjukkan bahwa intervensi
dini efektif mencegah terbentuknya perilaku kriminal di masa depan (Barda Nawawi Arief, 2008).

Polres Tanjungbalai juga mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai
efektivitas program non-penal, termasuk tingkat partisipasi masyarakat, jumlah peserta
rehabilitasi, dan pengurangan kasus narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin evidence-
based policy, memastikan strategi pencegahan berbasis data empiris dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan non-penal di Tanjungbalai menekankan pendekatan edukatif,
rehabilitatif, partisipatif, dan berbasis komunitas, yang tidak hanya mencegah penyalahgunaan
narkotika secara individual, tetapi juga memperkuat sistem sosial dan kelembagaan. Kombinasi
pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan kerja sama lintas instansi membentuk
strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum positif di masyarakat
(Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief).

Sinergi Antar Lembaga Dalam Menurunkan Angka Kejahatan Narkotika

Kolaborasi antar lembaga menjadi elemen penting dalam menanggulangi kejahatan
narkotika yang bersifat terorganisir dan lintas negara. Kejahatan narkotika berdampak luas pada
kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat, sekaligus mengancam keamanan nasional, sehingga
penanganannya memerlukan koordinasi yang efektif antara Polres Tanjungbalai, Badan Narkotika
Nasional (BNN), TNI, Bea Cukai, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya. Barda Nawawi Arief
(2008) menyatakan bahwa tindak pidana kompleks menuntut penerapan integrated criminal
justice system, di mana setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi demi mencapai
efektivitas penegakan hukum.

Koordinasi antara kepolisian dan BNN menjadi pilar utama sinergi, yang diwujudkan
melalui pertukaran informasi intelijen, operasi gabungan, dan pelaksanaan program pencegahan
bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip intelligence-led policing, di mana efektivitas
penindakan sangat bergantung pada kualitas informasi dan kerja sama antar lembaga. Selain itu,
kerja sama dengan TNI AL dan Bea Cukai menjadi strategis karena Tanjungbalai termasuk wilayah
pesisir rawan penyelundupan. TNI AL melakukan patroli laut dan intersepsi kapal, sementara Bea
Cukai mengawasi dokumen dan barang, memperkuat kemampuan negara menutup celah jaringan
kriminal (Andi Hamzah, 2013).

Sinergi juga mencakup koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga peradilan untuk
memastikan kelengkapan berkas dan kelancaran proses penuntutan. Moeljatno (2010)
menekankan bahwa koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan peradilan merupakan
indikator integrated criminal justice system, yang memastikan kesinambungan mulai dari
penyelidikan hingga pemidanaan. Selain itu, integrasi program non-penal seperti rehabilitasi,
edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Polres, BNN, dan dinas terkait, yang
menurut Harsono Salim (2015) meningkatkan efektivitas pencegahan dan mengurangi risiko
residivisme.

Pengembangan sistem intelijen terpadu juga menjadi bagian penting dari sinergi,
memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, pemetaan jaringan narkotika, dan identifikasi
residivis. Menurut Barda Nawawi Arief (2008), information sharing merupakan elemen penting
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dalam penegakan hukum modern, terutama untuk menghadapi kejahatan lintas negara.
Pendekatan berbasis komunitas (community-based prevention) melibatkan tokoh masyarakat,
tokoh agama, dan pemuda dalam pengawasan lingkungan, konseling, dan pendampingan individu
berisiko, sesuai pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan partisipasi masyarakat
sebagai instrumen membangun budaya hukum preventif. Selain itu, sinergi diwujudkan melalui
penguatan regulasi dan kebijakan terpadu, seperti UU Narkotika, Perpres Strategi Nasional
Pencegahan Narkotika, serta peraturan Kapolri dan BNN terkait koordinasi lintas lembaga. Regulasi
yang jelas memastikan batasan kewenangan dan mekanisme koordinasi yang sah, sehingga operasi
penegakan hukum dapat berjalan efektif. Evaluasi dan monitoring terpadu dilakukan untuk menilai
efektivitas program, operasi gabungan, dan strategi pencegahan, sejalan dengan prinsip evidence-
based policy (Andi Hamzah, 2013). Secara keseluruhan, sinergi antarlembaga di Tanjungbalai
meliputi koordinasi penegakan hukum, integrasi program non-penal, sistem intelijen terpadu,
partisipasi masyarakat, penguatan regulasi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan
dengan teori integrated criminal justice system, yang menyatakan bahwa Kkeberhasilan
penanggulangan kejahatan narkotika tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi pada
kolaborasi strategis yang saling melengkapi. Dengan demikian, sinergi antarlembaga dapat
meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menekan peredaran narkotika, dan membangun
kesadaran hukum positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan kejahatan narkotika di Tanjungbalai memerlukan integrasi menyeluruh
antara kebijakan penal dan non-penal, serta dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Kebijakan penal melalui penyelidikan, penindakan, penyidikan, dan pemidanaan bertujuan
memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, kebijakan non-penal melalui edukasi, rehabilitasi,
patroli lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menekan faktor penyebab kejahatan dan
menurunkan permintaan narkotika. Sinergi antarlembaga antara Polres, BNNK, Bea Cukai, TNI AL,
pemerintah daerah, dan masyarakat membuktikan efektivitas dalam menekan angka kejahatan,
meskipun menghadapi hambatan seperti koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran
masyarakat. Secara keseluruhan, strategi terpadu ini menekankan keseimbangan antara represif
dan preventif, sehingga penanggulangan narkotika dapat berlangsung berkelanjutan dan
membangun budaya hukum yang positif.
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